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TENTANG
PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN WALI KOTA NOMOR

© 460/137.a/DINSOS/2017 TENTANG LEMBAGA ADAT KAILI
KELURAHAN TATURA UTARA

WALI KOTA PALU,

Menimbang : a. bahwa dengan adanya pergantian keanggotaan
Lembaga Adat Kaili di lingkungan Kelurahan
Tatura Utara, maka perlu dilakukan perubahan
atas Keputusan Wali Kota Palu tentang Lembaga
Adat Kaili Kelurahan Tatura Utara;

b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 13 Peraturan
Wali Kota Nomor 38 Tahun 2017 tentang Pedoman
Pelaksanaan Kelembagaan Adat Kaili perlu
menetapkan Keputusan Wali Kota tentang
Lembaga Adat Kaili;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu
menetapkan Keputusan Wali Kota tentang
Perubahan Atas Keputusan Wali Kota Nomor

460/137.a/DINSOS/2017 tentang Lembaga Adat
Kaili Kelurahan Tatura Utara;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1994 tentang
Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Palu .
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 '
Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik i
Indonesia Nomor 3555);

. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Repub
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tamt
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomo
sebagaimana telah diubah te -
Undang-Undang Nomor 9 T:

Perubahan Kedua Atas Unds
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Tahun 2007 Nomor 34);

. Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 6 Tah
tentang Pokok-Pokok Pengelolaan , ]
Daerah (Lembaran Daerah Kota Palu Tahun 2009 L5
Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kota Palu
Nomor 6) sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 15 Tahun 2011
tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota
Palu Nomor 6Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah
Kota Palu Tahun 2011 Nomor 15, Tambahan
Lembaran Daerah Kota Palu Nomor 12);

6. Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 9 Tahun 2016
tentang Kelembagaan Adat Kaili (Lembaran Daerah
Kota Palu Tahun 2016 Nomor 9, Tambahan
Lembaran Daerah Kota Palu Nomor 9);

7. Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 10 Tahun 2016
tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat
Daerah (Lembaran Daerah Kota Palu Tahun 2016
Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kota Palu
Nomor 10) sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2017 tentang
Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 10
Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan
Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Palu
Tahun 2017 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah
Kota Palu Nomor 8);

. Peraturan Wali Kota Palu Nomor 38 Tahun 2017
tentang Pedoman Pelaksanaan Kelembagaan Adat

Kaili (Berita Daerah Kota Palu Tahun 2017 Nomqr o
38); |

erhatikan: Berita Acara Hasil Pemilihan Anggota
Kelurahan Tatura Utara quer.»--
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KEDUA . Lembaga Adat Kaili sebagaimana dimaksud dalam
Diktum KESATU mempunyai tugas :
1. menjaga keamanan, Kketentraman, kerukunan dan
ketertiban masyarakat diwilayahnya
_ 2. membantu Pemerintah Daerah dalam pelaksanaan
i pembangunan;
3. mengembangkan  dan  mendorong  partisipasi
masyarakat di wilayahnya;
_ 4. menjaga eksistensi nilai-nilai adat dan adat istiadat
e yang tidak bertentangan dengan nilai-nilai agama;
H 5. menerapkan ketentuan adat;
‘ 6. menyelesaikan masalah sosial kemasyarakatan; -
7. mendamaikan  sengketa yang timbul dalam
e masyarakat diwilayahnya; dan
R 8. menegakkan hukum adat kaili.

!

. Periode Kepengurusan Lembaga Adat Kaili sebagaimana
dimaksud dalam Diktum KESATU selama 5 (lima) tahun.

: Segala Biaya yang timbul ‘
Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Penda
‘dan Belan,)a Daerah Kota Palu pada BadanJ
3angsa dan Politik Kota Palu.
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